
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1395, 2020 KEMENHAN. PDLN. Biaya. Perubahan. 

 

 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN 

NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS  

LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA 

NASIONAL INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pelaksana 

Surat Perintah Perjalanan Dinas di lingkungan 

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 

perlu dilakukan dengan selektif, efektif dan efisien, 

transparansi, serta mempertimbangkan ketersediaan 

anggaran dan pencapaian kinerja Kementerian 

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 

2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia perlu disesuaikan dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang 
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Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2016 

tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); 

4.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2146) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1547); 

5 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2016 

tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 78); 

  6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja 
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Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan 

Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512); 

  7 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 314); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 43 

TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR 

NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN 

TENTARA NASIONAL INDONESIA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan 

Nomor 43 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar 

Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 78), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya 

disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang 

dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik 

Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah 

Republik Indonesia untuk kepentingan 

dinas/negara. 

2. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas 

dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat  

kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke 
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tempat kedudukan semula berdasarkan Surat 

Perintah Perjalanan Dinas Jabatan. 

3. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas 

dalam rangka pindah tugas dari tempat kedudukan 

yang lama ke tempat kedudukan yang baru 

berdasarkan surat keputusan/surat perintah 

pindah. 

4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut 

Kemhan adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pertahanan. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 

6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya 

disingkat TNI adalah komponen utama yang siap 

digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas 

pertahanan negara. 

7. Pejabat Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI yang 

selanjutnya disebut Pejabat Negara adalah Menteri, 

Panglima TNI, Wakil Menteri Pertahanan, Kepala 

Staf Angkatan dan pejabat lain yang sesuai  dengan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang 

selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, dan 

Markas Besar TNI, dan Markas Besar Angkatan yang 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya 

merupakan kewenangan pejabat pembina 

kepegawaian. 

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 

waktu tertentu dalam rangka tugas pemerintahan. 

10. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, 

Prajurit TNI, PNS Kemhan, dan PPPK yang 

www.peraturan.go.id



2020, No.1395 
-5- 

melakukan Perjalanan Dinas termasuk keluarga 

yang sah dan pengikut.  

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan 

dan/atau melakukan tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 

negara. 

12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya 

disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan 

Dinas bagi Pejabat Negara, Prajurit TNI, PNS 

Kemhan dan Pihak lain.  

13. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah 

dihitung terlebih dahulu berdasarkan perkiraan 

biaya Perjalanan Dinas yang dapat dibayarkan 

sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan 

Perjalanan Dinas. 

14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai 

dengan bukti pengeluaran yang sah. 

15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya 

Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai biaya 

Perjalanan Dinas yang dikeluarkan secara nyata 

dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

16. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan 

sementara waktu di luar negeri. 

17. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang 

selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan 

Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik 

Indonesia yang secara resmi mewakili dan 

memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan 

Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan 

di negara penerima atau pada organisasi 

internasional. 
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